
 

TAHUN 

 

: 

 

 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

 
 
 
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung telah diatur dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung dalam perkembangannya tidak 

memadai dan perlu disempurnakan agar sesuai dengan perubahan peraturan 

perundang
 

c. bahwa dalam rangka meningkatkan penyel

Bandung agar lebih berdayaguna dan berhasil guna maka diperlukan 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan dan pengendalian 

serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal; 
 

d. bahwa berdasarkan pertim

huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang 

Penyelenggaran Pendidikan; 

 
Mengingat : 1.  Undang

Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa T

Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah 

Daerah);
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LEMBARAN DAERAH

KOTA  BANDUNG 

2008  

 

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung telah diatur dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;

bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung dalam perkembangannya tidak 

memadai dan perlu disempurnakan agar sesuai dengan perubahan peraturan 

perundang-undangan di bidang pendidikan dan tuntutan pembangunan; 

bahwa dalam rangka meningkatkan penyel

Bandung agar lebih berdayaguna dan berhasil guna maka diperlukan 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan dan pengendalian 

serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan 

huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang 

Penyelenggaran Pendidikan;  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa T

Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah 

Daerah); 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH 

 

NOMOR 

 

: 15 

WALIKOTA BANDUNG 

NOMOR : 15 TAHUN 2008 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung telah diatur dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung; 

bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung dalam perkembangannya tidak 

memadai dan perlu disempurnakan agar sesuai dengan perubahan peraturan 

undangan di bidang pendidikan dan tuntutan pembangunan;  

bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Kota 

Bandung agar lebih berdayaguna dan berhasil guna maka diperlukan 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan dan pengendalian 

serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal;  

bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan 

huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang 

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah 

 2. Undang-Undang … 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung telah diatur dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung dalam perkembangannya tidak 

memadai dan perlu disempurnakan agar sesuai dengan perubahan peraturan 

enggaraan pendidikan di Kota 

Bandung agar lebih berdayaguna dan berhasil guna maka diperlukan 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan dan pengendalian 

bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan 

huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang 

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota 

imur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah 

http://www.bphn.go.id/
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2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 3041 jo. Lembaran Negara 

Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik indonesia Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851);  

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4132 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
 

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586);  

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  

 

11. Peraturan …  

 

  

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/74uu008.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu004.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu028.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/01uu016.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/02uu023.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu020.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/05uu014.doc
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 jo. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);  

12. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang 

Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 37, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 jo. Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3764; 

13. Peraturan Pemerintah no. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);  
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 jo. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3974);  
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat 

dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3845);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
 

18. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4863;  
 

19. Peraturan Pemeruntah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  

20. Peraturan …  

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/90pp028.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/90pp029.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/91pp073.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/92pp038.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/92pp039.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp019.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/08pp047.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/08pp048.doc
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20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 

1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan 

Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi/Ancaman 

Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 

Seri C Tahun 1986);  
 

21. Peratuaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 

1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 

(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 

3 Seri D);  

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2008 Nomor 05);  
 

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);  
 

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 - 

2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 

 
Dan 

 
WALIKOTA BANDUNG 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG 

 
PENYELENGGARAN PENDIDIKAN 

 
 

BAB 1 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.  
 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  
 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;  
 
4. Daerah adalah Kota Bandung.  

 
 

 

5. Walikota … 

http://www.bphn.go.id/
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5. Walikota Adalah Walikota Bandung;  
 
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang 

dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.  

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.  

8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selnjutnya disingkat RAPBS 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh Satuan Pendidikan.  

9. Pendidikan adalah Usaha Sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh 

kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai dengan kewenangan 

Pemerintah Daerah.  
 
11. Biaya Pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya 

penyelenggaran dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik.  

12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu.  
 
13. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualitas sebagai guru, pamong belajar, tutor, 

instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.  
 
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk menunjang penyelenggaran pendidikan.  

15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi 

diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.  

16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 

dikembangkan.  
 
17. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan 

suatu satuan pendidikan.  

18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan.  
 
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 

atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  

20. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  

21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.   
22. Pendidikan …  

http://www.bphn.go.id/


